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Kata kunci : Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan
Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Permasalahan
muncul ketika adanya perbedaan masyarakat Muslim Dayak Ngaju menggunakan
perjanjian perkawinan, ada yang menggunakan perjanjian perkawinan karena
kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ada pula
yang menggunakan perjanjian perkawinan karena paksaan dari orangtua atau sang
istri karena merupakan adat turun temurun dari nenek moyang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai isi perjanjian
perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir dan
untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak
Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan
(field reseach) yang berlokasi di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang
Pisau. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan
teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik
editing, deskripsi dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya maka
penulis melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang telah didapat.

Dari hasil penelitian, isi perjanjian perkawinan tidak seperti isi sighat
taklik talak yang bersifat baku dan kaku serta tidak dapat diubah sesuai dengan
perjanjian kedua pasangan suami istri tersebut. Padahal sighat taklik talak yang
sesuai dengan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama,
sedangkan perjanjian perkawinan lemah akan kekuatan hukum di Pengadilan
Agama karena hanya bersifat hukum adat.

Adapun dampak perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah terdapat
dua Kkategori, yaitu 4 informan masyarakat atau 2 pasangan suami istri
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak memberatkan karena
kesepakatan kedua belah pihak. 6 orang informan masyarakat atau 3 pasangan
suami istri menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini memberatkan karena ia
tidak mampu membayar denda tersebut apabila ia bersalah, selain itu perjanjian
perkawinan ini merupakan salah satu syarat dari sang istri untuk menikahinya
sehingga ia terpaksa menggunakan perjanjian perkawinan tersebut.



	PENGESAHAN
	ABSTRAK
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA
	DAFTAR ISI

	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Signifikansi Penelitian
	E. Definisi operasional
	F. Kajian Pustaka
	G. Sistematika Penulisan


	BAB II
	KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
	A. Perjanjian Perkawinan


	Kata aufu diartikan dengan memberikan sesuatu yang sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata al uqud jamak dari kata aqad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak menjadi bagiannya da...
	B. Perjanjian Perkawinan Menurut Ulama
	C. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan
	D. Sighat Taklik Talak
	E. Definisi ‘Urf
	F. Macam-macam ‘Urf
	G. Kehujjahan ‘Urf
	H. Syarat-syarat ‘Urf dijadikan Landasan Hukum

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
	B. Subjek dan Objek Penelitian
	C. Lokasi Penelitian
	D. Data dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan Data
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
	G. Tahapan Penelitian


	BAB IV
	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


	Sumber : Dokumentasi Kantor Kecamatan Kahayan Hilir
	B. Penyajian Data
	Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki
	Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan
	Disebut Pihak I (Pertama)
	Disebut Pihak II (Kedua)
	Disebut Pihak I (Pertama)
	Disebut Pihak II (Kedua)
	Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki
	Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan
	Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki
	Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

	C. Analisis Data

	BAB V
	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Rekomendasi


	DAFTAR PUSTAKA



